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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Keabsahan Alat Bukti Hasil Penyadapan Dalam Perkara
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” Latar belakang dalam penelitian ini adalah
tentang penggunaan alat bukti hasil penyadapan sebagai bukti elektronik dalam
proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Rumusan Masalah dalam
penelitian ini ialah, Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara
tindak pidana korupsi dilihat dari hukum positif Indonesia dan Bagaimana
keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat
dari perspektif digital forensik. Metode penelitian ini menggunakan metode
normatif. kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana korupsi
dilihat dari hukum positif Indonesia merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk
yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP Sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat
dari perspektif digital forensik harus dapat dijamin keotentikan, keutuhan, dan
ketersediannya dengan melakukan tahapan digital forensik berupa identifikasi,
preservasi analisis, dokum ntasi dan presentasi.

Kata Kunei : Bukti Elektronik, Digital Forensik, Keabsahan, Penyadapan, Tindak
Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing Utama Dosen Pembimbing Pembantu
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Kerna Bagiuu Hokom Pidaua

RD. Mubamumad Ichsan, S.H., MLH.
NIP. 19502211995121001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bukanlah orang (recht is geen person), melainkan sebagai sebuah
sistem yang terdiri dari sub-sub sistem dan jika terdapat kekurangan pada satu
subsistem akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Hukum di sini diartikan sebagai
hukum tertulis atau undang-undang yang perubahannya harus melalui suatu
prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan
keadaan.! Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menyebabkan
semakin berkembang pula berbagai bentuk kejahatan, kewenangan dari masing-
masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut sangat menentukan
dalam rangka penegakan hukum terutama dalam hal tindak pidana korupsi, agar
kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.?

Korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu corruptio atau corruptus.
Corruptio yang memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau
menghancurkan. Menurut Henry Campbell Black dalam Blacks Law Dictionary
korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan

suatu keuntungan yang tidak resmi dari hak-hak pihak-pihak lain dengan cara yang

! Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Liberty Yogyakarta:
Liberty, 2003), hlm. 103.

2 Rudy Cahya Kurniawan, “Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12, No. 3,
(Desember 2018), him. 33.
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salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk memperoleh suatu keuntungan
untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara berlawanan terhadap
kewajibannya dan hak-hak dari pihak lainnya.> Kejahatan korupsi tersebut
diperkirakan akan tetap ada dalam kehidupan di dunia.*

Tabel 1.1

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Pada Tahun 2021-2024

Tahun IPK
2021 38
2022 34
2023 34
2024 37

Sumber: Databooks Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2021-2024°

Tabel diatas menunjukan indeks persepsi korupsi yang bertujuan untuk
mengukur seberapa besar tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2021-2024,
IPK merupakan indikator untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada
skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Pada tahun 2021 IPK berada di
skala 38, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat menjadi Provinsi dengan
Tingkat korupsi tertinggi. Di tahun 2021 Indonesia menduduki peringkat 96 dari
180 negara yang melakukan korupsi berdasarkan negara yang dilakukan survei.

Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 indonesia mengalami penurunan IPK menjadi

3 Darda Pasmatuti, “Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum
Positif di Indonesia,” Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 1 (2019), him. 101.

4 Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Againts Corruption Dalam Sistem Hukum
Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 1 (Februari 2019), hlm 113.

% Erlina F. Santika, “Ada Kenaikan Tipis dalam Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
2024,” diakses https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67b306f422932/ada-kenaikan-
tipis-dalam-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2024 pada 5 maret 2025.



34, Penurunan angka merupakan peningkatan dari skala korupsi. Provinsi Jawa
tengah merupakan Provinsi tertinggi untuk tingkat korupsi di tahun 2022, Indonesia
berada di peringkat 110 dari 180 negara dan pada tahun 2023 indonesia menempati
peringkat 115 dari 180 negara. Sedangkan pada 2024 IPK Indonesia menjadi 37.
Dalam tindak pidana korupsi dibutuhkan suatu pembuktian agar dapat
membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Pembuktian merupakan kegiatan penting dalam pemeriksaan perkara di sidang
pengadilan. Salah satu cara untuk membuktikan seorang telah melakukan tindak
pidana korupsi adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik.® Sistem
pembuktian pada tindak pidana korupsi menggunakan sistem terbalik berimbang
atau kuasi karena Jaksa bertugas mendakwa dan disisi lain terdakwa diperintahkan
untuk membuktikan harta kekayaan yang diperoleh bukan dari hasil korupsi.’
Menurut Yahya Harahap secara umum mengenai pembuktian yaitu
ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan penggarisan mengenai cara-cara
yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa dan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang
dibenarkan dalam undang-undang yang boleh digunakan untuk membuktikan
kesalahan terdakwa oleh hakim. Pada dasarnya sebagai upaya atau kegiatan untuk

merekonstruksikan atau menjelaskan kembali suatu peristiwa yang telah dilakukan.

® Nurhayani, “Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia,” Jurnal Ius, Vol. 3, No. 7 (2015), him 94.

" Hermansyah, “Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jurnal Swara Justisia, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm 96.



Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu memerlukan alat-alat bukti dan cara
penggunaannya sesuai dengan hukum pembuktian.®

Darwan Prints berpendapat bahwa alat-alat bukti yang sah merupakan alat-
alat yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut
dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, yang berfungsi untuk menimbulkan
keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan
oleh terdakwa. Sedangkan Hari sasangka dan Lily Rosita berpendapat alat bukti
mencakup segala perbuatan, yang mana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat
digunakan dalam proses pembuktian yang berguna menimbulkan keyakinan hakim
atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. °

Berdasarkan Pasal Berdasarkan Pasal 183 KUHAP alat bukti dikatakan sah
apabila diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.® Dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangann saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pada
Rancangan KUHAP Desember 2022 alat bukti diatur dalam Pasal 180 terdiri dari
surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi,

keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.

8 Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Cet 2 (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), hlm 358.

9 Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha, “Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan
Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalan Perkara Pidana,” Jurnal Verstek, Vol. 3, No. 2 (2015),
hlm. 31.

10 Ongki Metuak, “Kajian Hukum Terhadap Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam
Hukum Acara Pidana,” Jurnal Lex Crimen, Vol. VIII, No. 3, (Maret 2019), hlm 67.



Mengenai kekuatan pembuktian pada bukti elektronik merupakan perluasan
alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik termasuk hasil cetakannya
adalah perluasan dari alat bukti hukum sah, hal tersebut sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia.!

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2016,
mengenai Pasal 5 Ayat (1) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai
informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan yang sah. Ketua majelis Hakim Konstitusi menyatakan gugatan
mengenai rekaman atau penyadapan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pada
UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dijadikan sebagai alat bukti. Dalam putusan MK tersebut menjelaskan bahwa alat
bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika dalam proses
pengambilannya atas permintaan dari aparat penegak hukum yang mana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Penegak hukum yang dapat memperoleh alat bukti elektronik yaitu
kepolisian, kejaksaan maupun Institusi penegak hukum lainnya.'?

Penyadapan merupakan salah satu alat bukti elektronik yang dapat menjadi

alat bukti dalam persidangan. Tetapi alat bukti penyadapan dapat digunakan dalam

1 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.
11 Tahun 2008, LN.2008/NO. 38, TLN No. 4843, Ps. 5 Ayat (2).

12 Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.



persidangan tergantung dari bagaimana penyadapan tersebut diperoleh.
Penyadapan yang dilaksanakan oleh KPK diperbolehkan dan bahkan dilindungi
secara hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang
berlaku dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia sehingga tidak boleh melanggar
hak-hak tersebut, dengan demikian hasil penyadapan dapat dijadikan alat bukti
yang sah jika tidak mleanggar hak-hak yang ditentukan oleh hukum.*3
Penyadapan merupakan kegiatan dengan tujuan merekam, mendengarkan,
dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang sifatnya rahasia, baik menggunakan sarana jaringan nirkabel, komunikasi,
jaringan kabel, contohnya pancaran elektromagnetis, radio frekuensi ataupun alat
elektronik lainnya.'* Penyadapan bertujuan untuk mencari informasi yang bersifat
rahasia dari terduga pelaku tindak pidana seperti tindak pidana korupsi.'® Dengan
kegiatan penyadapan dapat memberikan kemudahan untuk mengungkap kasus yang
dilakukan oleh para pelaku korupsi, yang diurus oleh KPK.'® Karena dengan cara
konvensional sulit mendapatkan bukti dalam perkara korupsi, sehingga penyadapan

memberi cara baru pada proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian.’

13 Yodi Alfahri Daun, Tofik Yanuar Chandra dan Agung Makbul, “Kewenangan KPK
Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi,” Salam:
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-1, Vol. 9, No. 5, (2022), hlm. 1531.

1% Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, Ps. 1 Ayat (5).

1% Vivi Octaviani, Usman dan Tri Imam Munandar, “Penyadapan Pada Tindak Pidana
Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia,” Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 3, No. 3
(2022), hlm. 288.

16 Yodi Alfahri Daun, Tofik Yanuar Chandra dan Agung Makbul, “Kewenangan KPK
Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, ” Salam:
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 9, No. 5, (2022), hlm. 1531.

17 Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha, “Kekuatan Pembuktian Dari Tindakan
Penyadapan Pada Proses Penyidikan Dalan Perkara Pidana,” Jurnal Verstek, Vol. 3, No. 2 (2015),
hlm. 31.



Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan dikategorikan dalam real
evidence atau physical evidence. Rekaman pembicaraan dapat dipakai sebagai
bukti, tetapi untuk dapat dijadikan bukti yang sah untuk menilai rekaman tersebut
perlu memakai salah satu parameter dalam hukum pembuktian pidana yang dikenal
sebagai bewijsvoering, yaitu menguraikan bagaiamana cara penyampaian pada
hakim di pengadilan mengenai alat-alat bukti tersebut. Jika aparat penegak hukum
menggunakan alat bukti yang diperloleh menggunakan cara yang tidak sah atau
unlawful legal evidence, akibatnya bukti dimaksud dianggap tidak mempunyai nilai
pembuktian oleh pengadilan atau dikesampingkan oleh hakim.!®

Penyadapan hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan, warga sipil dilarang melakukan penyadapan.’® Lembaga-lembaga
yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan peradilan
pidana yaitu yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika
Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
mempunyai kewenangan penyadapan. Dalam melaksanakan penyadapan
mekanisme yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut beragam karena
beberapa lembaga dalam melakukan penyadapan harus memerlukan izin
pengadilan tetapi ada lembaga yang melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan,
jangka waktu dari masing-masing lembaga dalam melakukan penyadapan juga

berbeda.

18 Delvino Aldy, Felicia Tanalina dan Diga Amanda, “Prinsip Eliminasi Alat Bukti Dalam
Pembuktian Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4 (2024), him. 12069.

19 Syifa Fachrunisa, “Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara
Pidana di Indonesia,” Jurnal Studi Hukum Pidana, Vol.1, No.1, (2021), him.47.



Dalam melaksanakan tugasnya KPK mempunyai kewenangan khusus
mengenai pencekalan dan penyadapan. Penyidik KPK berhak melakukan kegiatan
penyadapan dan merekam pembicaraan maupun memerintahkan kepada instansi
terkait untuk melarang seseorang berpegian ke luar negeri. Kewenangan tersebut
dilakukan sebagai upaya untuk pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan. Mengenai kewenangan penyadapan KPK terdapat dalam Undang-
Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi yang menyatakan dalam menjalankan kegiatan
penyelidikan dan penyidikan KPK mempunyai kewenangan dalam melakukan
penyadapan.?

Dalam hal pembuktian, posisi hukum pembuktian khususnya tentang
penyadapan, biasanya akan berada dalam posisi dilematis sehingga dibutuhkan
langkah-langkah mufakat. Pada satu sisi, agar hukum selalu dapat mengakui
perkembangan teknologi dan zaman, sehingga perlu pengakuan hukum terhadap
berbagai bentuk perkembangan teknologi digital yang berfungsi dalam pengadilan
seagai alat bukti. Di sisi lain, kecenderungan memanipulasi penggunaan alat bukti
elektronik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hukum
tidak bebas dalam mengakui keberadaan alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti
elektronik sering disebut sebagai hukum alat bukti yang terbaik, tetapi alat bukti

digital sulit diterima dalam proses pembuktian.?

20 Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002,
LN.2019/NO.197, TLN NO.6409, Ps. 12 Ayat (1).

2 Ibid., hlm 31.



Mengenai penyadapan yang dilakukan oleh KPK, beberapa kasus berhasil
diungkap oleh KPK melalui cara penyadapan di Indonesia. Namun, dalam perkara
tindak pidana korupsi keabsahan penyadapan tersebut sering menjadi perdebatan
dalam hal pembuktian. Pada kasus Lucas dan Eddy Sindoro dengan Nomor Putusan
90/Pid.Sus/Tpk/2018/Pn.Jkt.Pst dimana jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) memutar rekaman sadapan dalam persidangan di pengadilan. Dalam
rekaman tersebut, Lucas diduga menyarankan agar Eddy Sindoro yang sudah
berada di luar negeri tidak Kembali ke Indonesia. Lucas menyarankan agar Eddy
yang sudah berstatus tersangka tidak menjalani proses hukum, bahkan Lucas
menyarankan agar Eddy melepaskan status sebagai warga negara Indonesia.

Kasus lainnya mengenai penyadapan yaitu kasus dugaan tindak pidana
korupsi dalam perpanjangan Kontrak PT. Freeport Indonesia, bermula terjadi
pertemuan antara Maroef Sjamsudin selaku (Direktur Utama PT. Freeport
Indonesia), Setya Novanto selaku (Ketua DPR RI), dan Muhammad Riza Chalid
selaku (Pengusaha) yang diadakan diruangan tertutup. Dalam pertemuan tersebut
Maroef Sjamsudin melakukan perekaman secara diam-diam. Dalam rekaman suara
tersebut timbul dugaan terjadinya tindak pidana korupsi serta permufakatan jahat
dari Setya Novanto. Rekaman suara tersebut dianggap tidak sah sehingga tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum dalam hukum
acara menurut Setya Novanto, sehingga mengajukan uji materiil Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Konstitusi dengan
Nomor 20/PUU-XV1/2016.22 Setya Novanto dan kuasa hukum nya menganggap
bahwa rekaman suara ini merupakan suatu bentuk penyadapan (intersepsi) yang
melanggar hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya asas
due process of law. Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengakibatkan
penyadapan yang dilakukan oleh Maroef Sjamsudin terhadap Setya Novanto
menjadi tidak sah.

Perihal keabsahan alat bukti pada kasus diatas, ditemukan bahwa bukti
elektronik hasil penyadapan dapat menjadi alat bukti yang tidak sah. Hal tersebut
menunjukan bahwa pentingnya syarat-syarat serta prosedur hukum yang harus
dilalui sehingga hasil penyadapan tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka
berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mencari secara mendalam perihal
tentang bagaimana agar hasil penyadapan dapat diajukan sebagai bukti yang sah
dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis
untuk menganalisis penelitian ini dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Hasil

Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.”

22 Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ditemukan beberapa
permasalahan, yaitu:
1.  Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik pada perkara tindak
pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan alat bukti hasil penyadapan dalam perkara

tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital forensik?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik
pada perkara tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan alat bukti hasil
penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari
perspektif digital forensik.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:
1.  Manfaat Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih baru untuk para
akademisi, praktisi maupun pembaca secara umum atau sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum pidana,

terkhususnya hukum pidana.
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2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi atau data terkait bidang ilmu yang telah
didapat dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis
berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap

permasalahan yang ada.

E. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sangat penting mengingat
luasnya aspek aspek dalam hukum pidana, dan juga agar tidak keluar dari konteks
atau pun menyimpang dari konteks pembahasan tujuan utama penulis. Oleh karena
itu, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini hanya pada
membahas bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana
korupsi dilihat dari hukum positif di Indonesia dan keabsahan alat bukti hasil
penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi dilihat dari perspektif digital
forensik.

Meninjau berbagai pertimbangan yang telah dikumpulkan oleh penulis,
maka terdapat berbagai hasil penelitian terdahulu untuk menyeimbangkan materi-
materi berdasarkan tinjauan terdahulu demi menjaga keaslian dan kredibilitas
kajian penelitian. Di antara kajian yang menjadi rujukan penelitian adalah sebagai

berikut:
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1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Glennardy Fairuz Alifta.?® Berjudul
“Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam Menggunakan Gawai Sebagai
Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi
tersebut berfokus pada alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi.
Sedangkan dalam skripsi ini terfokus pada kedudukan alat bukti elektronik
yang didapat dari hasil penyadapan dan kedudukan alat bukti elektronik
dalam hukum positif Indonesia serta dalam RKUHAP Desember 2022.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Alda Kautsar.?* Berjudul “Kekuatan
Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi tersebut berfokus pada
kekuatan hukum terhadap pembuktian penyadapan dalam perkara tindak
pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 19 Tahun 2019 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan skripsi ini
terfokus pada keabsahan alat bukti hasil penyadapan dilihat dari perspektif
digital forensik beserta tata pelaksanaannya.

3. Skripsi yang disusun oleh Olivia Umar.® Berjudul "Eksistensi Dewan

Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang

28 Muhhammaad Glennardy Fairuz Alifta, “Penggunaan Rekaman Suara Yang Direkam
Menggunakan Gawai Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,”
(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023).

24 Ahmad Alda Kautsar, Kekuatan Hukum Alat Bukti Penyadapan Dalam Perkara Tindak
Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin,
Kalimantan, 2022).

% Qlivia Umar, “Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002,” (Universitas Islam Malang, Jawa Timur, 2020)
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Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002." Skripsi tersebut lebih berfokus kepada Eksistensi
Dewan Pengawas KPK dalam hubungannya dengan pelemahan KPK dalam
hal atribusi pengawasan dan perijinan penyadapan, penyitaan, dan
penggeledahan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang tata
pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan, dan

kepolisian.

F. Kerangka Teori
Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok
permasalahan yang akan diangkat oleh penulis, Adapun teori yaitu:
1.  Teori Pembuktian
Kebijakan Kata Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti
sesuatu yang menyatakan kebenaran dari perisistiwa. J.C.T. Simonangkir
dkk berpendapat bahwa membuktikan adalah usaha dari yang berwenang
untuk menerangkan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal berkenaan
dengan suatu perkara yang tujuannya agar dapat dipakai oleh hakim sebagai
bahan untuk memberikan kepututsan seperti perkara tersebut.?®
Sudikno Mertokusumo berpendapat dari konteks yuridis pembuktian
merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim

yang memeriksa suatu perkara yang bersangkutan yang berguna sebagai

kepastian mengenai kebenaran peristiwa hukum yang diajukan. Pembuktian

% Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana, (Makasar: Kencana, 2014), him. 230.
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memiliki arti bahwa suatu peristiwa pidana sudah terjadi dan terdakwalah
yang bersalah melakukan sehingga harus dipertanggungjawabkan.?’
Hukum pembuktian menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya Teori
dan Hukum Pembuktian terdapat beberapa parameter pembuktian.
Parameter tersebut terdiri dari  bewijstheorie,  bewijsmiddelen,
bewijsvoering, bewijslast, beweijskracht, dan bewijs minimum.?® Berikut
penjelasan mengenai parameter pembuktian dalam hukum acara:
a.  Bewijstheorie
Dalam hukum acara pidana yang berlandaskan pada sistem
inquisitorial, terdapat beberapa teori mengenai sistem pembuktian, antara
lain sebagai berikut:*
1)  Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim
semata
Dalam sistem ini, untuk penentuan bahwa bersalah atau
tidaknya terdakwa yang didakwakan atas perbuatan yang dilakukan,
tergantung atas penilaian keyakinan hakim. Menurut ajaran ini,
keyakinan hakim tidak selalu timbul atau didasarkan pada bukti yang

tersedia.

27 Ali Imron dan Muhammad Igbal, Hukum Pembuktian, ed.1, cet.] (Pamulang: UNPAM
Press, 2019), him. 6-7.

28 Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), him. 15.

2 Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry, Pengantar Hukum Acara Pidana Di
Indonesia, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), him. 274.
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2)  Sistem keyakinan dengan alasan yang logis

Sistem ini mengajarkan bahwa keyakinan hakim berperan
penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tetapi
keyakinan tersebut perlu didukung dengan alasan-alasan yang logis
dan jelas. Keyakinan hakim tersebut dilakukan dengan efektif dalam
arti keyakinan hakim dibatasi dengan harus berdasarkan dengan
pertimbangan yang rasional dan jelas dalam pengambilan keputusan.
3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief

wettelijk bewijstheorie)

Teori ini berpendapat bahwa sistem pembuktian positif
bergantung pada alat bukti yang ditetapkan secara limitatif dalam
peraturan perundang-undangan. Artinya, alat-alat bukti apa saja yang
dapat digunakan oleh hakim, kekuatan pembuktiannya dari alat-alat
bukti serta bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya
suatu perkara yang seadilnya telah ditentukan dalam undang-undang.
4)  Pembuktian menurut undang-undang negatif (negatief wettelijk

bewijstheorie)

Dalam sistem pembuktian negatif, keyakinan hakim dalam
menentukan bersalah atau tidaknya terdakwan harus didasarkan pada
alat-alat bukti yang sah, sebagaimana telah diatur dalam undang-
undang. Keputusan hakim tidak boleh bergantung pada alat bukti atau
keyakinan pribadi, tetapi harus mempertimbangkan keduanya dengan

imbang.
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b.  Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen menjelaskan mengenai alat-alat bukti yang dapat
digunakan untuk membuktikan telah terjadi peristiwa hukum yang telah
terjadi. Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia terdapat 5 (lima) jenis
dari alat bukti.
c.  Bewijsvoering

Bagi negara-negara yang menggunakan due process model dalam
sistem peradilan pidananya, cara menyampaikan alat bukti merupakan suatu
hal yang cukup penting. Bewijsvoering menjelaskan mengenai cara
menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.
d.  Bewijslast

Bewijslast merupakan teori yang mengatur mengenai pembagian
beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk
membuktikan suatu peristiwa hukum. Beban pembuktian merupakan
ketentuan hukum yang mengharuskan pihak untuk memberikan bukti guna
menunjukkan kebenaran.
e.  Bewijskract

Bewijskract merupakan teori tentang kekuatan pembuktian dari setiap
alat bukti dalam menilaian terbuktinya suatu dakwaan. Selain otoritas hakim
dalam menilai kekuatan alat bukti, jika bukti yang diajukan relevan atau
mempunyai keterkaitan denga napa yang telah didakwakan, maka kemudian
kekuatan pembuktian berfokus kepada apakah alat bukti tersebut dapat

diterima atau tidakknya dalam persidangan.
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f. Bewijs Minimmum

Bewijs Minimmum membahas mengenai jumlah minimal alat bukti
yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim dalam
mengambil keputusan. Dalam hukum acara pidana di Indonesia, untuk
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti
yang sah.

Teori pembuktian ini bertujuan untuk membahas prinsip, tata cara, dan
aturan mengenai penggunaan alat bukti dalam proses peradilan. Teori ini
dapat digunakan untuk membahas bagaimana bukti yang dihasilkan melalui
penyadapan dapat dianggap sah menurut hukum.

2.  Teori Kepastian Hukum

Kepastian berarti sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketetapan atau
ketentuan. Sedangkan hukum merupakan Kumpulan peraturan-peraturan
atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan peraturan
mengenai tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, dimana
terdapat sanksi dalam pelaksanaanya.°

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan
perlindungan bagi pencari keadilan terhadap Tindakan sewenang-wenang
yang artinya bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan
dalam suatu keadaan tertentu. Sedangkan menurut Gustav Radbruch teori

kepastian hukum mencakup empat aspek mendasar yang memiliki

% Muammar Alay Idrus, “Keabsahan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamamatan
Sukamulia),” Jurnal Ius, Vol. 5, No. 1 (April 2017), him. 34.
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keterkaitan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, aspek
tersebut sebagai berikut:

a.  Hukum adalah hal positif yang memiliki makna bahwa hukum
positif merupakan perundang-undangan.

b.  Hukum harus berlandaskan pada fakta artinya hukum tersebut
disusun berdasarkan pada kenyataan.

c.  Fakta yang dimuat dalam hukum harus dirumuskan secara cara
yang jelas, dengan tujuan menghindari kesalahan dalam hal
penafsiran serta mempermudah pelaksanaannya.

d.  Hukum positif tidak boleh mengalami perubahan dengan
mudah.

Teori kepastian hukum digunakan menekankan pentingnya aturan
yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang adil untuk semua
pihak. Dalam konteks hukum pidana, termasuk kasus tindak pidana korupsi,
kepastian hukum berarti bahwa proses pembuktian, termasuk penggunaan
dan penerimaan alat bukti elektronik, serta kedudukan bukti elektronik
harus diatur secara tegas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3.  Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan
kegiatan mengharmonisasikan keterkaitan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai deretan penjabaran nilai
tahap akhir guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Menurut Purnadi Purbacaraka bahwa
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penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula
diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang
terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu
melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti
sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. hukum itu hanya diartikan
sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan
memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.3!

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli terssebut, maka dapat
disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan sebagai suatu kegiatan
yang dilakukan dengan kesengajaan dalam Upaya mengharmonisasikan
nilai-nilai yang hidup dalam perilaku Masyarakat guna menciptakan,
mempertahankan, dan memelihara kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein memmbedakan penegakan hukum pidana menjadi 3

bagian, yaitu:*?

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum
pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana
substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak
mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

aturan-aturan  penangkapan, penahanan, penggeledahan,

31 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Press, 2010), hlm. 35.

32 Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Reformasi
Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila,” Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 15,
No. 1 (2021), him 4.
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penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu
mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan
batasan-batasan.

b.  Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum
pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no
enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum
diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

¢.  Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement
ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-
alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya
mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya

inilah yang disebut dengan actual enforcement.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang
di antaranya yaitu:
1.  Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yaitu suatu
prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif

tidak menggunakan metode penelitian lapangan ataupun metode penelitian
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sosial, melainkan bahan penelitian menggunakan penelitian data sekunder

terutama primer.*

2.  Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu
hukum yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan untuk meneliti
konsistensi/kesesuaian antara undang-undang Dasar dengan undang-
undang, maupun antara satu undang-undang dengan undang-undang
lainnya, dan sebagainnya.

b. Pendekatan Konseptual (conceptualapproach)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau
conceptualapproach. Pendekatan ini dilakukan cara memahami
terhadap  pandangan-pandangan dan  doktrin-doktrin  yang
berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk
membangun argumentasi hukum dalam meniawab permasalahan
dalam nenelitian. Pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin akan
memperjelas ide-ide yang memberikan pengertian-pengertian hukum,
konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan

permasalahan dalam penelitian hukum Pendekatan in dilakukan sesuai

3 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Cet 1 (Pasuruan: Qiara Media,
2021), him. 30.
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dengan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan
skripsi ini.3*
3.  Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber
dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder ialah informasi yang
diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan
melalui sumber-sumber lain seperti tulisan atau lisan, misalnya buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder digunakan
untuk mengidentifikasi berbagai sumber bahan hukum yang terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,
sebagaimana berikut.
a.  Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari norma atau kaidah kaidah dasar.®® Dalam penelitian ini
bahan hukum primer yang digunakan ialah:
1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana®®

2)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana®’

34 Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta:
Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133-134.

35 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017),
hlm. 58-59.

% Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946,
LN No. 127 Tahun 1958, TLN. No. 1660.

37 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
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3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi®®

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik®

5)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik®

6)  Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 20/PUU-
X1v/2016*

7)  Direktori Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst*?

8)  Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*®

9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia®*

38 Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 30 Tahun 2002, LN. 2002/No. 137, TLN No. 4250.

% Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.
11 Tahun 2008, LN.2008/NO. 38, TLN No. 4843.

0 Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.
19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 LN.2008/NO.58, TLN
No.4843.

4l Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Mengenai Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945.

42 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan No. 90/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst.,

4 Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
LN.2019/NO.197, TLN No.6409.

4 Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No 11
Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 LN.2021/NO 298, TLN No. 6755.
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10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

b.  Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat
membantu dalam menganalisis dan memahami dari bahan hukum
primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku teks, jurnal-
jurnal hukum.
c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan sumber yang memberikan
petunjuk atau penjelasan terhadpan bahan-bahan hukum primer dan
sekunder, contohnya ensiklopedia, kamus umum, kamus hukum, dan

bahan hukum lainnya

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
studi kepustakaan (library reseaaarch). Teknik ini dilakukan dengan
mengumpulkan data melalui membaca, menganalisa, menelaah,
memahami, mencari  konsep-konsep, teori-teori, perumpamaan-
perumpamaan atau pendapat-pendapat yang memiliki kaitan dengan pokok
permasalahan hukum yang akan diteliti. Oleh karena itu, penulis melakukan

penelitian kepustakaan mengacu pada peraturan perundang-undangan,

% Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 1
Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 LN.2024/NO 1,
TLN No. 6906.
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buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, artikel internet, dan sumber

terkait lain yang relevan dengan topik penelitian ini.*°

5.  Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan
metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif,
dan lengkap. Artinya, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan
metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan permasalahan
yang ada, mengidentifikasi data yang relevan, menyeleksi serta mengambil
kesimpulan dari data-data tersebut. selanjutnya data yang telah
dikumpulkan tersebut dianalisa secara mendalam untuk menjawab
permasalahan penelitian ini.
6.  Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan
metode induktif. Metode Induktif, merupakan teknik menarik kesimpulan
yang memiliki tolak ukur terhadap gagasan-gagasan yang bersifat khusus
seperti data atau fakta untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan
bersifat fakta umum sebagai inti permasalahan. Bahan hukum yang didapat
selanjutnya diolah dan di analisis untuk bisa menarik Kesimpulan yang

bersifat khusus.

46 Ediwarman, Metodologi penelitian Hukum, (Jakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 87.
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